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ABSTRACT Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelalaian yang dilakukan seorang ayah terhadap kewajibannyauntuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya pasca terjadinya perceraian. Berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anakmerupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnyakewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Adapun masalahpenelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di KelurahanKotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan? Penelitian ini menggunakanmetode penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumberprimer berupa wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai. Sumber datasekunder berupa buku-buku, jurnal tentang perceraian dan nafkah anak pasca perceraian sertaperaturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara.Teknik analisis yang digunakan, yaitu dengan manajemen data dan transkrip data. Temuan dalampenelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan KotapinangKecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seorang ayah lalai dalam menjalankankewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya.
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Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapatputus karena: (a) kematian, (b) perceraian dan (c)atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwaperceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutanberusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak. (Umbara, 2013)Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnyaperkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu ataubapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikanak-anaknya, semata-mata berdasarkankepentingan anak bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak Pengadilanmemberi keputusan; (b) bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapakdalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibantersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapatmewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas istri. (Umbara, 2013)Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menegaskan sesuai dengan penghasilannyasuami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempatkediaman bagi istri, (b) Biaya rumah tangga, biayaperawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,(c) Biaya pendidikan bagi anak. (Umbara, 2013)Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dannafkah anak menjadi tanggungan ayah menurutkemampuannya sekurang-kurangnya sampai anaktersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21tahun). (Umbara, 2013)Pada dasarnya suami sebagai kepala rumahtangga wajib memberikan nafkah kepada istri dananak-anaknya. Kata nafkah berasal dari infak yangartinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan
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selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari katanafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinyasesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan olehseseorang untuk keperluan keluarganya. Adapunnafkah menurut syara’ adalah kecukupan yangdiberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dantempat tinggal. Nafkah itu ada dua macam, yaitunafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untukdirinya sendiri jika memang mampu dan nafkah yangwajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga,yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hakkepemilikan. (Az-Zuhaili, 2011)Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yangbersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepadaorang dan membuat kehidupan orang yangmendapatkannya tersebut berjalan lancar karenadibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secarafisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secaraterminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajibdiberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapatbertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwatermasuk didalam nafkah adalah sandang, pangandan papan. (Rofiq, 2003)Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tigatempat dan adanya sebab istri dengan sebabperkawinan, kerabat keturunan (nasab), hambaataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan.Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasarpertama dan lebih utama daripada kedua sebablainnya. Sementara kewajiban karena nasab lebihutama daripada sebab dibawah pengasuhan.Keutamaan karena nasab berurutan dari paling dekatsampai seterusnya. (Mardani 2011, 75)Allah Swt., berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:233
أرََادَ لِمَنْ ۖ◌ كَامِلیَْنِ حَوْلیَْنِ دھَُنَّ أوَْلَٰ یرُْضِعْنَ تُ لِدَٰ لْوَٰ ٱوَ 

ضَاعَةَ ٱیتُمَِّ أنَ رِزْقھُُنَّ ۥلھَُ لْمَوْلوُدِ ٱىوَعَلَ ۚ◌ لرَّ
لاَ ۚ◌ وُسْعھََاإِلاَّ نَفْسٌ تكَُلَّفُ لاَ ۚ◌ لْمَعْرُوفِ ٱبِ وَكِسْوَتھُُنَّ 

ٌۢ وَٰ رَّ تضَُآ  وَعَلَىۚ◌ ۦبِوَلدَِهِ ۥلَّھُ مَوْلوُدٌ وَلاَ بوَِلدَِھَالِدةَ
ترََاضٍ عَنفِصَالاً أرََاداَفَإنِْ ۗ◌ لِكَ ذَٰ مِثلُْ لْوَارِثِ ٱ
أنَأرََدتُّمْ وَإنِْ ۗ◌ عَلیَْھِمَاجُنَاحَ فلاََ وَتشََاوُرٍ نْھُمَامِّ 

ءَاتیَْتمُآ مَّ سَلَّمْتمُإذِاَعَلَیْكُمْ جُناَحَ فلاََ دكَُمْ أوَْلَٰ ا۟ تسَْترَْضِعوُٓ 
نَ تعَْمَلوُبِمَاللَّھَ ٱأنََّ ا۟ عْلَمُوٓ ٱوَ للَّھَ ٱتَّقوُا۟ ٱوَ ۗ◌ لْمَعْرُوفِ ٱبِ 

بَصِیر

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitubagi yang ingin menyempurnakanpenyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

makan dan pakaian kepada para ibu dengancara ma’ruf. Seseorang tidak dibebanimelainkan menurut kadar kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderitakesengsaraan karena anaknya dan seorangayah karena anaknya dan warispunberkewajiban demikian. Apabila keduanyaingin menyapi (sebelum dua tahun) dengankerelaan keduanya dan permusyawaratan.Maka tidak ada dosa atas keduanya, danjika anakmu disusukan memberikanpembayaran menurut yang patut.Bertakwalah kamu kepada Allah danketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apayang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah:233)Kandungan dari Q.S Al-Baqarah ayat 233menurut Abu Ja’far adalah dan para wanita yang telahditalak suaminya sedang mereka mempunyai anakyang telah lahir sebelum jatuh talak atau lahir setelahjatuh talak dengan adanya senggama sebelumjatuhnya talak tersebut, menyusui anak-anak merekasebab ibu lebih berhak dari yang lain. Dan inibukanlah perintah yang hukumnya wajib bagi ibu jikamasih ada bapak yang masih hidup dalam keadaanlapang. Sebab ayat lain menyebutkan “jika kamumenemui kesulitan maka perempuan lain bolehmenyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S Ath-Thalaq:6)(Muhammad, 2008)Ayat ini menjelaskan jika kedua orang tuakesulitan memberikan upah maka perempuan yanglain bisa menyusuinya dan tidak diwajibkan kepadaibu menyusui anaknya. “Para ibu hendaklahmenyusukan anak-anaknya selama dua tahun”,merupakan dalil batas masa menyusui ketika keduaorang tua tersebut berselisih dalam batas masatersebut maka ditentukan batas masa menyusui danbukannya dalil wajibnya ibu menyusui anaknya. Paraibu hendaklah menyusukan anak-anaknya makamereka jugalah yang menyempurnakan penyapihanyaitu bapak dan ibu jika mereka menghendaki.(Muhammad, 2008)Abu Ja’far juga mengatakan ayah dari anak-anak yang disapih wajib baginya memberi makanibunya, dan memberikan pakaian dengan layaksebagaimana yang diperintahkan sebab Allahmengetahui masing-masing keadaan seseorang yangsatu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskinmaupun yang lapang dan susah, maka Allahmemerintahkan supaya memberikan nafkah sesuaidengan kemampuan masing-masing. (Muhammad,2008)
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Kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknyanya adalah untuk memberi nafkah, apabilaseorang ayah tidak memberi nafkah istri berhakmengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Hal iniberdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw., sebagaiberikut :
إِنَّ اللَّھِ رَسُولَ یَاقَالتَْ عُتبْةََ بِنْتَ ھِنْدَ أنََّ عَائشَِةَ عَنْ 
یكَْفِینِيمَایعُْطِینِيوَلَیْسَ شَحِیحٌ رَجُلٌ سُفْیاَنَ أبََا

مَاخُذِيفَقَالَ یَعْلمَُ لاَ وَھُوَ مِنْھُ أخََذْتُ مَاإِلاَّ وَوَلدَِي
بِالْمَعْرُوفِ وَوَلدَكَِ یَكْفِیكِ 

Artinya : Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun bintiUtbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah,sesungguhnya Abu Sufyan adalah orangyang kikir. Ia tidak memberi nafkahkepadaku dan anakku sehingga aku harusmengambil darinya tanpasepengetahuannya. Maka Rasulullah Saw.,bersabda “ambillah apa yang mncukupiuntuk keperluan kamu dan anakmu dengancara yang baik.” (HR. Bukhari) (Al Asqalani,2017)Ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an,Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan KompilasiHukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pascaterjadinya perceraian ayah tetap memiliki kewajibanuntuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.Namun pada prakteknya disebagian masyarakatkewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan olehayah. Dengan demikian anak-anak sering kali menjadikorban dari perpisahan kedua orang tuanya. Merekasering kali tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya,baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingganafkah tersebut harus ditanggung sendiri oleh ibutanpa adanya tanggung jawab dari ayah.Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5sample pasangan suami istri yang bercerai diKelurahan Kotapinang Kecamatan KotapinangKabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun pasangantersebut ialah Bapak Mukhlis dan Ibu Nurputriana,Bapak Ripa’i Dasopang dan Ibu Hasni, Ibu Misnah danBapak Azhar Efendi, Ibu Lenni Herlina dan BapakIrpansyah, Ibu Sri Wardani dan Bapak M. Aznan.Dalam penelitian ini penulis mencantumkanbeberapa penelitian orang lain yang berkaitan denganpenelitian ini yakni sebagai berikut :1. Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua(Studi Kasus di Desa Candirenggo KecamatanAyah Kabupaten Kebumen). Skripsi OlehHusnul Mubarak Program Studi HukumKeluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto Tahun2019. Kesimpulan dari skripsi ini adalahnafkah merupakan kewajiban ayah yang harusdi berikan kepada anaknya yang masih kecil(yang belum mampu mencari nafkah sendiri).Dalam kasus nafkah anak pasca perceraianorang tua ini ada tiga kategori dalampemenuhan nafkah anak pasca perceraianyaitu 60 % terpenuhinya nafkah anak, 20 %terpenuhi sebagian saja, dan 20 % tidakterpenuhinya nafkah sama sekali. Tampakbahwa tanggung jawab seorang ayah kepadaanaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudahbercerai dengan istrinya atau ia sudah kawinlagi. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Hadits,Yurisprudensi dan Kompilasi Hukum IslamPasal 156 menyebutkan bahwa tidak adabatasan dan tidak diterangkan dengan tegasmasa berakhirnya memberikan nafkah anaksetelah terjadinya perceraian sehingga,seharusnya tidak ada lagi alasan seorang ayahuntuk tidak menafkahi anak-anaknya.2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap NafkahAnak Akibat Perceraian di Desa MunggungKecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.Skripsi oleh Ika Yuliana Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah IAIN PonorogoTahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini adalahnafkah anak akibat perceraian di DesaMunggung Kecamatan Pulung KabupatenPonorogo dalam Tinjauan Kompilasi HukumIslam dan Undang-undang Perlindungan Anakadalah tidak sesuai dengan ketentuan dalamKompilasi Hukum Islam dan Undang-UndangPerlindungan Anak. Praktek pemenuhannafkah anak oleh kedua orang tuanya tidakterpenuhi, seharusnya setelah bercerai keduaorang tuanya tetap berkewajiban mengurusanak terutama pemenuhan nafkah yangmenjadi tanggung jawab ayahnya.3. Pemenuhan Hak Istri dan Anak AkibatPutusnya Perkawinan Karena Perceraian(Studi Kasus di Pengadilan AgamaBanjarmasin). Jurnal PendidikanKewarganegaraan Vol. 4 No. 7 Mei Tahun 2014.Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi ProgramStudi PPKn FKIP Universitas LambungMangkurat. Kesimpulan dari jurnal ini adalahPemberian mut’ah yang layak kepada mantanistri berbeda-beda dikarenakan sesuai dengankemampuan para suami mereka. Dalammenilai kemampuan dari suami, majelis hakim
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tidak serta merta membebani suami yangmemiliki penghasilan besar kemudiandibebani mut’ah yang besar, sedangkan suamiyang memiliki penghasilan kecil dibebanidengan mut’ah yang sedikit. Dalammenentukan besarnya pemberian mut’ah yangharus dibayar, selain mempertimbangkanaspek kemampuan dari suami, lamaperkawinan juga menjadi salah satupertimbangan bagi majelis hakim untukmenetukan besarnya pemberian mut’ah yangakan di bebankan kepada suami, dalamprakteknya pemberian mut’ah berupapemberian uang kepada mantan istri. Karenaanak masih berumur dibawah 21 tahunsangatlah perlu seorang ibu yang merawatnyakarena dimana anak yang belum mumayyizatau dewasa masih sangat membutuhkan kasihsayang, perhatian serta pengasuhan ibunya.Oleh karena itu ibulah yang mengandungsembilan bulan di dalam rahimnya danbertaruh nyawa saat melahirkannya sehinggahubungan anatara seorang ibu dan anaknyabegitu dekat dan sangat sulit menjauhkanantara keduanya. Semua biaya hadhanah dannafkah anak, wajib ditanggung oleh ayahnya.4. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Sebagai SalahSatu Pola Terhadap Perlindungan Anak(Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong). JurnalPetita, Vol. 2 No. 1 April Tahun 2017. HetiKurnani Mahasiswa Program Pascasarjana UINAr-Raniry Banda Aceh. Kesimpulan dari jurnalini adalah adanya hubungan nasab antaraorang tua dan anak akan berakibat timbulnyahak dan kewajiban antar orang tua dan anak.Hamid Sarong di dalam bukunya HukumPerkawinan Islam di Indonesia, tentang nafkahkeluarga mengatakan bahwa hubunganperkawinan menimbulkan kewajiban nafkahatas suami istri dan anak-anaknya. Ayahberkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan,demikian pula anak berkewajibanmencukupkan nafkah ibu bapaknya apabilamereka memerlukan, tanpa memperhatikanagama yang dianutnya apakah sama atauberlainan. Apabila ayah dalam keadaan fakiratau penghasilannya tidak mencukupi,kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada tidak menjadi gugur, danapabila ibu anak-anak berkecukupan dapatdiperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka

itu, tetapi dapat ditagih untukmengembalikannya.5. Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah AnakSetelah Terjadinya Perceraian DalamPerspektif Hukum Islam (Studi KasusPerceraian Di Pengadilan Agama SlemanTahun 2015). Skripsi Oleh Muhammad HamidAbdul Azis Program Studi Ahwal SyakhshiyyahFakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia Yogyakarta Tahun 2017. Kesimpulandari skripsi ini adalah proses pemberiannafkah anak dalam putusan Pengadilan AgamaSleman No.1228/pdt.G 2015/PA.Smn,bahwasannya dalam perkara gugat cerai,seorang ayah berkewajiban dalam menafkahianak dari hasil pernikahan tersebut dan jugatertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf aUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang menentukan bahwaorang tua wajib dan bertanggung jawab dalammengasuh, memelihara, mendidik danmelindungi anak.6. Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. JurnalWacana Hukum Vol 9 No. 2 Oktober 2011. OlehNur Cholifah Dan Bambang Ali Kusumo.Kesimpulan dari jurnal ini adalah pemberiannafkah anak setelah terjadinya perceraianwajib dilakukan oleh orang tuanya khususnyaayah. Namun apabila kondisi ayah kurangmemungkinkan untuk memberi nafkah, makapihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkahanak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itusupaya anak yang lahir dari perkawinan ituhidupnya tidak terlantar akibat perceraianorang tuanya.7. Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single ParentPerspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di DesaKauman Kecamatan Kauman KabupatenPonorogo). Skripsi Oleh Afifah BastianOktaviani Jurusan Hukum Keluarga IslamFakultas Syari’ah IAIN Ponorogo Tahun 2020.Kesimpulan Pemenuhan nafkah anak wanita
single parent di Desa Kauman KecamatanKauman Kabupaten Ponorogo dalam TinjauanKompilasi Hukum Islam (KHI) belumterpenuhi dan terlaksana dengan baiksebagaimana mestinya. Berdasarkan data yangdiperoleh dari pernyataan keempat wanita
single parent, semuanya menyatakan bahwasetelah bercerai ayah sama sekali tidakmemberikan nafkah kepada anak. Hal tersebutmembuktikan belum sesuainya realita dengan
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) yangmenyebutkan bahwa nafkah merupakantanggungjawab ayah terhadap anakkandungnya yang harus terpenuhi selama anaktersebut belum mumayyiz meskipun ikatanperkawinan telah terputus. Namun padarealita pemenuhan nafkah anak oleh ayah telahterabaikan setelah terjadi perceraian.Berdasarkan studi literatur diatas, penelitianpenulis berbeda fokus dengan penelitian terdahulu.Namun ada kesamaan antara penelitian penulisdengan penelitian terdahulu dari sisi hak nafkah.Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yangtelah ada adalah pelaksanaan pemenuhan nafkahanak. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,menegaskan bahwa bapak yang bertanggung jawabatas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yangdiperlukan anak itu; bilamana bapak dalamkenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikutmemikul biaya tersebut.Adapun yang menjadi masalah dalampenelitian ini yaitu pelaksanaan nafkah anak pascaterjadinya perceraian dan penyebab tidakterpenuhinya nafkah anak pasca terjadinyaperceraian di Kelurahan Kotapinang KecamatanKotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapuntujuan dari penelitian tersebut ialah untukmengetahui pelaksanaan nafkah anak pascaterjadinya perceraian dan penyebab tidakterpenuhinya nafkah anak pasca terjadinyaperceraian di Kelurahan Kotapinang KecamatanKotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Jenis penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian lapangan (field

research) dengan menggunakan metode kualitatifdengan pendekatan deskriptif. Adapun yangdimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalahpenelitian yang menghasilkan data deskriptif berupakata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang danperilaku yang dapat diamati. Metode kualitatifbertujuan untuk memahami masyarakat, masalahatau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkansebanyak mungkin fakta mendalam.Dalam penelitian ini peneliti menggunakanpendekatan metode deskriptif. Adapun yangdimaksud dengan pendekatan metode deskriptifadalah suatu metode yang berfungsi untukmendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap

objek yang diteliti melalui data atau sampel yangtelah terkumpul sebagaimana adanya. Penulismenggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karenapenulis ingin mendeskripsikan hasil wawancara yangdilakukan kepada subjek penelitan. Dalam penelitianini penulis mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhannafkah anak pasca perceraian di KelurahanKotapinang Kecamatan Kotapinang KabupatenLabuhanbatu Selatan.Adapun teknik pengumpulan data yang penulislakukan dalam penelitian tersebut adalah denganmelakukan wawancara. Adapun pengertian dariwawancara adalah proses memperoleh keteranganuntuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab,sambil bertatap muka antara pewawancara denganresponden menggunakan alat yang dinamakaninterview guide (panduan wawancara). Percakapandilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancarayang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancaraimemberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikansi pewawancara. (Moleong, 2017)Sumber data dalam penelitian adalah dari mana datadiperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperolehbersumber dari sumber primer dan sumbersekunder. Sumber data primer adalah sumber datapertama dimana sebuah data dihasilkan. Penelitimemperoleh data langsung dengan cara menggaliinformasi dari informan atau responden dan catatanlapangan yang relevan dengan masalah yang di teliti.Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsungdengan pasangan suami istri yang telah berceraisebanyak 5 pasangan. Dalam penelitian ini penelitimelakukan wawancara dengan 5 pasangan suamiistri yang telah bercerai dan memiliki anak. Namunpada saat wawancara tidak semua suami dapatdiwawancarai dikarenakan suami atau ayah sudahtidak diketahui keberadaannya. Ketika penulisbertanya kepada istri dimana keberadaan mantansuaminya, istri menjawab bahwa mereka tidakmengetahui keberadaan dari mantan suaminya. Halini dikarenakan sudah tidak ada komunikasi lagidiantara istri dan mantan suaminya. Sumber datasekunder adalah sumber data kedua sesudah sumberdata primer. Adapun sumber data sekunder yangmendukung penelitian ini adalah berupa buku-buku,peraturan perundang-undangan dan data-datalainnya.Pada penelitian kualitatif, teknis analisis datadapat dilakukan dengan cara seperti yangdiungkapkan oleh Creswell, yaitu denganmengumpulkan data seperti catatan lapangan,transkrip, scan materi dan sebagainya. Analisis awalmelakukan pengelompokkan data yang bertujuanuntuk memvisualisasikan data. Peneliti menyiapkan

METODE
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data untuk dianalisis lalu peneliti memahami datauntuk analisis. (Syahrul, 2017)Adapun pada teknik analisis data  penulismelakukan beberapa tahap, yaitu 1) Manajemen datayaitu melakukan reduksi data denganmenggolongkan, menyederhanakan danmengelompokkan data-data yang diperoleh daripasangan suami istri yang sudah bercerai melaluiwawancara di Kelurahan Kotapinang KecamatanKotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mulaidari data yang penting dan membuang data yangtidak penting. 2) Transkrip data, data-data yang telahdi dapat dari hasil wawancara langsung denganpasangan suami istri yang sudah bercerai diKelurahan Kotapinang Kecamatan KotapinangKabupaten Labuhanbatu Selatan dipindahkankedalam bentuk narasi dan tulisan denganmenuliskan tanpa mengurangi ataupunmenambahkan.
A. Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca

Terjadinya PerceraianPerceraian adalah peristiwa hukum yangakibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukumyang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkanakibat hukum putusnya perkawinan.Memperhatikan substansi yang terdapat dalamPasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibathukum terhadap mantan suami istri dan anak.(Syaifuddin 2014, 349)Apabila terjadinya perceraian antara suamiistri tidak secara otomatis menghilangkan hak dankewajiban diantara keduanya. Hak bagi istrimenjadi kewajiban bagi suami. Begitu pulakewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hakbelum pantas diterima sebelum kewajibandilaksanakan. (Abidin, 2007)Pasca terjadinya perceraian, seorang ayahtetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Terjadinya perceraian tidak berakibathilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikannafkah kepada anak-anaknya. Seorang ayah wajibmemberikan nafkah kepada anak-anaknya sampaianak-anaknya berumur 21 tahun.Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat(Ijma’) atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukumyang digunakan dalam pembebanan kewajibannafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar

hukum Al-Qur’an. Allah Swt., berfirman dalam Q.SAth-Thalaq ayat 6 :
ن وُجْدِكُمْ وَلاَ  أسَْكِنوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ مِّ

وھُنَّ لِتضَُیقِّوُا۟ تضَُآ  تِ لَٰ وَإنِ كُنَّ أوُ۟ عَلَیْھِنَّ ۚرُّ
ھُنَّ ۚ یَضَعْنَ حَمْلَ عَلَیْھِنَّ حَتَّىٰ حَمْلٍ فأَنَفِقوُا۟ 

اتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ ۖ فإَنِْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَـ
مْ وَإِن تعَاَسَرْتُ بیَْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖوَأتْمَِرُوا۟ 

: Artinyaأخُْرَى ۥٓفَسَترُْضِعُ لھَُ  Tempatkanlah mereka (para isteri) di manakamu bertempat tinggal menurutkemampuanmu dan janganlah kamumenyusahkan mereka untukmenyempitkan (hati) mereka. Dan jikamereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itusedang hamil, maka berikanlah kepadamereka nafkahnya hingga mereka bersalin,kemudian jika mereka menyusukan (anak -anak)mu untukmu maka berikanlah kepadamereka upahnya, dan musyawarahkanlahdi antara kamu (segala sesuatu) denganbaik; dan jika kamu menemui kesulitanmaka perempuan lain boleh menyusukan(anak itu) untuknya. (Q.S Ath-Thalaq : 6)Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorangayah untuk memberi upah kepada istrinya ataspemberian air susu ibu kepada anaknya. Karenamenafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayahberkewajiban memberikan nafkah kepada istri dananak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajibdiberikan baik ketika tidak terjadi perceraianmaupun setelah terjadi perceraian. (Ikhwanudin,2016) Perceraian adalah peristiwa hukum yangakibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukumyang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkanakibat hukum putusnya perkawinan. Akibatperceraian akan menimbulkan hak dan kewajibanantara suami dan istri. Menurut Soemiyati, yangdimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakanmilik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yangdiperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini jugadapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknyatidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapunyang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yangwajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorangdari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.(Soemiyati, 1982)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN
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Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam(KHI) menegaskan bahwa putusnya suatu ikatanpernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal,yaitu : 1) karena kematian, 2) karena perceraian, 3)karena putusan pengadilan. (Umbara, 2013)Ada beberapa akibat hukum dari perceraiansebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, yaitu a) Baik bapak atauibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidikanak-anaknya, semata-mata berdasarkankepentingan anak, bilamana ada perselisihanmengenai penguasaan anak-anak, pengadilanmemberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapakdalam kenyataan tidak dapat memberi kewajibantersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapatmewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas istri. (Umbara, 2013)Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf cmempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yangmemuat ketentuan normatif bahwa seorang wanitayang putus perkawinannya berlaku jangka waktutunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkandalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, yang memuat ketentuanimperatif bahwa bagi seorang janda yangperkawinannya putus karena perceraian, maka waktutunggu bagi janda yang perkawinannya putus karenaperceraian, maka waktu tunggu bagi janda yangmasih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali sucidengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)hari. Apabila perkawinan putus, sedang jandatersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tungguditetapkan sampai ia melahirkan. (PP Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan)Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, menjelaskan tidak ada waktutunggu bagi janda yang putus perkawinan karenaperceraian, sedang antara janda tersebut denganbekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian,waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yangtetap. (PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan)Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menegaskan sesuai dengan penghasilannyasuami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempatkediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biayaperawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;c) Biaya pendidikan bagi anak (Umbara, 2013)Akibat hukum perceraian terhadap hak dankewajiban mantan suami atau istri yang diatur dalamhukum Islam, telah dipositivisasi dalam Pasal 149Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuatketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajib : a)Memberikan mut’ah yang layak kepada bekasistrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekasistri tersebut qabla aldukhul; b) Memberikan nafkah,maskawin dan kiswah kepada bekas istri selamamasa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talakbain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c)Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya danseparuh apabila qabla aldukhul; d) Memberikanhadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapaiumur 21 tahun. (Umbara, 2013)Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam (KHI)menjelaskan bahwa bekas suami berhak melakukanrujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.Dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bekasistri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidakmenerima pinangan dan tidak menikah dengan prialain. Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI),bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekassuaminya, kecuali bila ia nusyuz. (Umbara, 2013)Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)menjelaskan akibat putusnya perkawinan karenaperceraian ialah : a) Anak yang belum mumayyizberhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecualibila ibunya telah meninggal dunia, makakedudukannya digantikan oleh : 1) Wanita-wanitadalam garis luru ke atas dari ibu; 2) Ayah; 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4)Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5)Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garissamping dari ibu; 6) Wanita-wanita kerabat sedarahmenurut garis samping dari ayah. b) Anak yang sudahmumayyiz berhak memilih untuk mendapatkanhadhanah dari ayah atau ibunya.
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Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyebutkan bahwa semua biaya hadhanahdan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurutkemampuannya sekurang-kurangnya sampai anaktersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21tahun).  (Umbara, 2013)Pasal 1 huruf J Kompilasi Hukum Islam (KHI)menjelaskan mut’ah adalah pemberian mantan suamikepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atauuang lainnya.  Dalam hukum perkawinan Indonesiamut’ah wajib diberikan jika perkawinan putus karenatalak atau inisiatif dari suami, baik berupa uang ataubenda, kecuali mantan istri tersebut qabla al dukhul.Tentang mut’ah ditegaskan dalam Pasal 158Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa mut’ah wajibdiberikan suami dengan syarat : 1) belum ditetapkanmahar bagi istri qabla al dukhul dan 2) Perceraian ituatas kehendak suami. (Umbara, 2013)Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI)menjelaskan mahar adalah pemberian dari calonmempelai pria kepada calon mempelai wanita baikberbentuk barang, uang atau jasa yang tidakbertentangan dengan hukum Islam. Dalam Pasal 30Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalahkewajiban calon suami kepada calon istri. (Umbara,2013) Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI)menjelaskan jika suami mentalak istri sebelumberhubungan badan wajib membayar setengahmahar yang telah ditentukan. Namun, apabila suamimeninggal dunia sebelum berhubungan badan, maharyang diberikan menjadikan hak penuh istri.Sementara perceraian yang terjadi sebelumhubungan dan jumlahnya belum ditentukan, makawajib membayar mahar mitsil. Dalam Pasal 149 hurufc Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan jikaterjadi perceraian, istri berhak mengajukan tuntutanatas mahar yang masih terhutang di PengadilanAgama dalam gugatannya. (Umbara, 2013)Kata nafkah berasal dari infak yang artinyamengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selainuntuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari katanafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinyasesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan olehseseorang untuk keperluan keluarganya. Adapunnafkah menurut syara’ adalah kecukupan yangdiberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dantempat tinggal. Nafkah itu ada dua macam, yaitunafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untukdirinya sendiri jika memang mampu dan nafkah yangwajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga,yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hakkepemilikan. (Az-Zuhaili, 2011)

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yangbersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepadaorang dan membuat kehidupan orang yangmendapatkannya tersebut berjalan lancer karenadibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secarafisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secaraterminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajibdiberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapatbertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwatermasuk didalam nafkah adalah sandang, pangandan papan. (Rofiq, 2003)Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tigatempat dan adanya sebab istri dengan sebabperkawinan, kerabat keturunan (nasab), hambaataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan.Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasarpertama dan lebih utama daripada kedua sebablainnya. Sementara kewajiban karena nasab lebihutama daripada sebab dibawah pengasuhan.Keutamaan karena nasab berurutan dari paling dekatsampai seterusnya. (Mardani, 2011)Dari definisi diatas dapat dipahami bahwanafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilaimanfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suamiterhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnyasebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhanorang yang ditanggungnya. Pemberian nafkahberlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yangsah. Dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak diterangkansecara tegas masa berakhirnya memberikan nafkahanak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Olehkarena itu para ulama berijtihad sendiri dalammenentukan batas usia pemberian nafkah anakdengan berpedoman isyarat-isyarat ayat Al-Qur’andan Hadits. Dalam hal ini terdapat beberapa halperbedaan diantara imam madzhab, dan untuk lebihjelasnya dibawah ini dikemukakan beberapapendapat dalam batasan anak mendapatkan haknafkah anak, yaitu : a) Ulama Hanafiyyah mengatakanbahwa masa asuh anak hingga anak tidakmembutuhkan bantuan ibunya yang artinya iamengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaiandan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dewasa7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yangberpendapat pada usia 9 tahun. b) Ulama Malikiyyahberpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepadaanak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulahyang berhak untuk mengasuhnya akan tetapimengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorangayah. c) Ulama Syafi’iyyah berpendapat tidak adabatas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnyaanak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan
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ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yangberhak atasnya. d) Ulama Hanabilah mengatakanbahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-lakimaupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anaksudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanyasepakat agar salah satu dari mereka yangmengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanyaberselisih maka anak disuruh memilih. (Az-Zuhaili,2011) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menegaskan akibat putusnyaperkawinan karena perceraian bapak yangbertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamanabapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhikewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukanbahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Umbara,2013) Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menegaskan sesuai dengan penghasilannyasuami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempatkediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biayaperawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;(c) Biaya pendidikan bagi anak. (Umbara, 2013)Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dannafkah anak menjadi tanggungan ayah menurutkemampuannya sekurang-kurangnya sampai anaktersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21tahun). (Umbara, 2013)Selain itu dalam Undang-undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengaturtentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian darihak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dandipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,pemerintah dan Negara. Hak-hak anak yangtercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak diantaranyaterdapat dalam Pasal 8 yang berbunyi, setiap anakberhak memperoleh pelayanan kesehatan danjaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,spiritual dan sosial. Dan juga terdapat dalam Pasal 9ayat (1) yang berbunyi, setiap anak berhakmemperoleh pendidikan dan pengajaran dalamrangka pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan anak)

Dalam penelitian ini peneliti melakukanwawancara dengan 5 pasangan suami istri yang telahbercerai. Adapun pasangan tersebut ialah :
No Nama Pihak Pekerjaan Usia Anak1. MukhlisNurputriana PetaniIbu Rumah Tangga 4 Tahun
2. Ripa’IHasni Karyawan SwastaIbu Rumah Tangga 8 Tahun6 Tahun3 Tahun3. MisnahAzhar Efendi Ibu Rumah TanggaPedagang 7 Tahun
4. Lenni HerlinaIrpansyah PedagangPedagang 12 Tahun9 Tahun4 Tahun
5. Sri WardaniM. Aznan Ibu Rumah TanggaWiraswasta 19 Tahun17 Tahun13 Tahun

Dalam wawancara dengan ibu H, iamengatakan pasca terjadinya perceraian mantansuaminya tidak peduli lagi terhadap nafkah anak -anaknya. Pasca terjadinya perceraian mantansuaminya memberikan nafkah kepada anak-anaknyahanya dua bulan. Setelah dua bulan mantan suaminyatidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak -anaknya dan tidak pernah lagi menemui anak -anaknya. Ia mengatakan biaya nafkah anak-anaknyaditanggung sendiri olehnya dengan bekerja sebagaitenaga honor di RSUD Kotapinang tanpa adanyatanggung jawab dari mantan suaminya. Padahalseorang ibu hanya bertugas mendidik dan merawatanak-anaknya. Ibu H mengatakan pasca terjadinyaperceraian ia sudah tidak pernah berkomunikasi lagidengan mantan suaminya. Sehingga ia tidakmengetahui keberadaan mantan suaminya. Iamengatakan mantan suaminya sudah menikah lagi.(Istri, 2021)Dalam wawancara dengan Ibu SW, iamengatakan mantan suaminya tidak peduli terhadapnafkah anak-anaknya. Ketidakpedulian mantansuaminya terhadap nafkah anak-anaknya tidak hanyapasca terjadinya perceraian. Sebelum terjadinyaperceraian, mantan suaminya juga tidak pernahmemberikan nafkah kepada anak-anaknya. Iamengatakan dari anak-anaknya kecil suaminya tidakpernah memberikan nafkah yang cukup kepada iadan anak-anaknya. Ia mengatakan suaminya seringberjudi dan suaminya juga menggunakan narkoba. Iamengatakan suaminya juga malas untuk bekerja. IbuSW mengatakan seorang ibu hanya bertugasmendidik dan merawat anak-anaknya. Namun fakta
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yang terjadi ia juga menafkahi anak-anaknya tanpaadanya tanggung jawab dari mantan suaminya. Iamengatakan walaupun mantan suaminya tidakmemberikan nafkah kepada anak-anaknya, ia mampuuntuk memberikan nafkah kepada anak-anaknyadengan cara bekerja. Ia mengatakan denganmenerima tempahan gorden ia mendapatkan hasilyang cukup untuk menafkahi anak-anaknya. (Istri,2021) Dalam wawancara dengan Ibu M, iamengatakan pasca terjadinya perceraian mantansuaminya tidak peduli terhadap nafkah anaknya. Iamengatakan bahwa suaminya tidak memiliki rasatanggung jawab. Hal ini terbukti mantan suaminyatidak memberikan nafkah kepada anaknya. Padahalmantan suaminya memiliki pekerjaan, namun mantansuaminya tidak menafkahi anaknya. Ia mengatakanseorang ibu hanya bertugas mendidik dan merawatanak-anaknya. Untuk menafkahi anaknya ia berjualankue dan menerima pesanan kue dari pelanggannya. Iamengatakan bahwa nenek dari anaknya jugamembantu memberikan nafkah anaknya. (Istri, 2021)Dalam wawancara dengan ibu LH, iamengatakan pasca terjadinya perceraian mantansuaminya tidak peduli terhadap nafkah anak-anaknya. Ia mengatakan bahkan sebelum terjadinyaperceraian, mantan suaminya juga tidak memberikannafkah kepada anak-anaknya. Mantan suaminyamalas bekerja dan mantan suaminya menggunakannarkoba. Untuk menafkahi anak-anaknya ibu LHbekerja sebagai pedagang sayur di pasar Kotapinang.Pasca terjadinya perceraian ia tidak pernahberkomunikasi lagi dengan suaminya. (Istri, 2021)Dalam wawancara dengan bapak M, iamengatakan bahwa benar ia tetap memberikannafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian.Ia mengatakan memberikan nafkah merupakankewajibannya sebagai ayah. Apapun yang dibutuhkanoleh anaknya ia akan memenuhinya sampai anaknyadewasa. (Suami, 2022) Dalam wawancara dengan ibuJ, ia mengatakan benar adeknya tetap memberikannafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian.Adeknya sangat sayang kepada anaknya. Adeknyajuga sangat perhatian kepada anaknya. Iamengatakan adeknya selalu menemui anaknya danselalu memenuhi apa yang dibutuhkan anaknyasampai anaknya dewasa. Ia selalu menasehatiadeknya bahwasanya hubungan seorang ayah kepadaanaknya tidak akan pernah terputus walaupunhubungan dengan mantan istrinya telah putus.(Kakak suami, 2022)Dalam wawancara dengan Ibu M, iamengatakan pasca terjadinya perceraian mantansuaminya tidak peduli terhadap nafkah anaknya. Ia

mengatakan bahwa suaminya tidak memiliki rasatanggung jawab. Hal ini terbukti mantan suaminyatidak memberikan nafkah kepada anaknya. Padahalmantan suaminya memiliki pekerjaan, namun mantansuaminya tidak menafkahi anaknya. Ia mengatakanseorang ibu hanya bertugas mendidik dan merawatanak-anaknya. Untuk menafkahi anaknya ia berjualankue dan menerima pesanan kue dari pelanggannya. Iamengatakan bahwa nenek dari anaknya jugamembantu memberikan nafkah anaknya. (Istri, 2021)
A. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian penulis, dapatdisimpulkan yaitu dalam pelaksanaan kewajibanmemberikan nafkah kepada anak pasca terjadinyaperceraian seorang ayah lalai dalam menjalankankewajibannya untuk memberikan nafkah kepadaanak-anaknya.
B. SaranBerdasarkan penelitian yang telah penulislakukan, dengan segala kerendahan hati, penulishendak menyampaikan saran-saran terhadappelaksanaan nafkah anak pasca perceraian tersebut.Saran-saran tersebut adalah kewajiban seorang ayahialah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belummampu untuk membiayai kehidupannya. Pascaterjadinya perceraian nafkah anak tetap menjadikewajiban dari seorang ayah. Dalam hal ini penulismemberikan saran kepada seorang ayah untuk tetapmemberikan nafkah kepada anak-anaknya.
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